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'BUPATI PARIGI MOUTONG
OVINSI SULAWESI TENGAH

‘ N BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 32 TAHUN 207

TENTANG
AN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahw“ untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
it Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12
2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
'a Alam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
an Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;

1. Uﬂdang -Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
smbentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawes Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4185);
2. U‘_ﬂang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
'_ langan Bencana (Lembaran Negara Republik
In onesm Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
‘\j’baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
: ana telah diubah terakhir dengan dengan
Uidang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
eraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
'tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
¢mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
gmor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Honesia Nomor 4828);

5. Petaturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
:cana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman
figgunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan
arurat Bencana,

'
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENENTUAN
STA 'KEADAAN DARURAT BENCANA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

m Peraturan Bupati iyang dir:mluzl dengan :
Dencana adalah perigtiwa atau r;mékaian peristiwa yang mengancam dan
{)ne.ngganggu kehidup dan penghidupan masyarakat yang dlsebabka{l,

aik oleh faktor alg 'dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
?ehlngga mengakibafka timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
l;ngkungan' kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

cadaan Darurat Bef) ana adalah suatu keadaan yang mengancam dan
TenBRANggU kehidupin dan penghidupan sckelompok orang/ masyarakat
yang memerlukan tin@aks

enanganan segera dan memadai.
B E Keadaan Dary at Be}:lcanagadalah guatu keadaan yang ditetapkan
e Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana.
Orl?an bencana adals orang atau sekelompok orang yang meninggal
g:::(l:a Sen yang secarp langsung maupun tidak langsung menderita akibat
ana. i

Lokasi Bencana aq
bencana,

Pengungsi adalah orahe
keluar dari tempat | ‘
Sebaga-i aklbat damp I.

Paceklik adalah keadaen atau kondisi yang menyebabkan hilangnya
Sumber penghasilan mias

» asyarakat yang disebabkan oleh faktor alam.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu wilayah
atau daratan karena volume air yang meningkat.

Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba,
mempunyai pusat, befgerak melingkar meyerupai spiral dengan kecepatan
40-50 km/jam hin ggd| menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam
waktu singkat (3-5 menit).

Tanah Longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah
atau batuan, ataupup percampuran keduannya, menuruni atau keluar
lereng akibat terganggy
Tsunami adalah serafigks
karena adanya pergeserar
Gempa Bumi adalah|

ﬂld‘h lokasi atau wilayah tertentu yang terkena dampak

atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa}
galnya untuk jangka waktu yang belum pasti
k buruk bencana.

getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan
bumi yang disebabkafi oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif,
aktifitas gunung api atau runtuhan batuan.
Erupsi gunung berapiladdlah bagian dari aktivitas vulkanik.
Kecelakaan transportg _"'édalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi
di darat, laut, dan uddra.
Kebakaran adalah sitgasiidimana bangunan pada suatu tempat dilanda api
sehingga menimbulkafi korban dan/atau kcrug?an. .
Kekeringan adalah hgbungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah
kebutuhan air untuk keﬁutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan
i ngan. ;
wag;uh gpenyakit adajgh kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular
dalam masyarakat ygang jumlah penderitanya meningkat secara nyata
melebihi dari keadas ]anm pada waktu dan daerah tertentu serta dapat
i malape!
}r?::fllrirllcbggg?:l adalah‘f suatu kondjsi dimana tprjadi huru-hara/kerusuhan
atau perang atau keagiaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang
melibatkan lapisan |masyarakat, golongan, suku, agama, ataupun

organisasi tertentu. |
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!
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akibatkan oleh

19. Kegagalan Teknologi ddalah semua kejadian bencana yang di an manusia

g;imlahan desain, goperasian, kelalaian dan kesengaja

am penggunaan logi dan n,tau industri. ) ilakukan

20. Pengkajian’ cepat ad :crangl/(aian kegiatan pcpilaxan yang di 5

Secara cepat, tepat, |dan akurat untuk memberikan gam

chamml\)/kejadian cana, dampak identifikasi kebutuhan,
arurat ik ! !

cncannv dan adalah tim yal’lg

e \ perkembangannya.
21.'(Ii‘§§n Reaks;i Cepat, g sclanjutnya disingkat TRC idangi urusan
bxtugnskan. oleh Kepala Perangkat Daerah yang membi ]:mglclakukan
°hcana di Daerah eguaj dengan kewenangannya untu mmberikan
ncana dan dampak bencana, serta me

kegiatan kaji cepat
dukungan pendampix dalam rangka penanganan darurat bcn};:axa.}dlan
ah unsur pembantu Bupati dan Dewan tc

22.P
bCﬂ e ] jadi
Yy lenggaraan urusan pemenntahan yang menj

erangkat Daerah g
Rakyat Daerah dalam

ah| adalah Bupati sebagai unsur penye1§:ég}1aarﬁ
lyang memimpin pelaksanaan urusan pemen

(1) Maksud Peraturan B pati ini adalahzsebagai pedoman bagi Femerinta
Daerah dalam menentukan status keadaan darurat yang diakibatkan oleh
na di Daerah.
(2) Tu pati ini untuk :
a. terwujudnya kesathas persepsi dan keterpaduan seluruh pemangku
kepentingan Pemetintah Daerah dalam menilai dan menentukan status
keadaan darurat b cana di Daerah;

b. terwujudnya upa B penanganan bencana secara optimal agar dapat
meringankan bebafl pénderitaan masyarakat akibat bencana; dan

C. terwujudnya pe afiggulangan kedaruratan bencana dan/atau pasca

bencana secara efelkti , efisien, dan tepat sasaran.

(1) Status keadaan da
Bupati dalam waktu 3 x 24 jam pasca bencana.
(2) Penetapan status keadaan darurat bencana di Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala
ang membidangi urusan bencana.
(3) Rekomendasi sebagaifnan

aifnana dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan oleh

Kepala Perangkat Dagra | yang membidangi urusan bencana dalam waktu
1 x 24 dengan mémpertimbangkan hasil pengkajian TRC dan/atau
daan darurat bencana oleh forum rapat koordinasi

rat bencana di Daerah ditetapkan dengan Keputusan

|
|
4

(4) Pengkajian secara oe"‘t- dan tepat oleh TRC seba
ayat (3) dilakukan dalgm waktu 1 x 24 jam pasca
(5) Penentuan status keatas
koordinasi gabungan
dipimpin oleh Kepala|ff
serta dilakukan dalan

gaimana dimaksud pada
bencana.

darurat bencana di Daerah melalyj forum rapat

d pada ayat (3)

angkat Daerah yang membidangi urusan bencana

8 waktu 1 x 24 pasca bencana.
(6) Pengkajian secara ;t-da:n tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan untuk mengidentifikasi :
a. jumlah korban;
b, kerugian harta aa;
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ke
. Callxlsakan Prasarapa dan sarana; ‘
arh Pan luas wila yang tekena bencana;
- dan Pak sosial ekofyomi yang ditimbulkan; dan
7) T ;Mpak pada tata pemerintahan.
Pe Sebagaimana imaksud pada ayat (3) :
rangkat Daerah yasg membidangi urusan bencand.

- o0

ditetapkan oleh Kepala

e maksud dalam pasal 3

di

bencana sebagaimaria . -

tsclelah terjadi bencana  yang mcn;rgg:nan’
a fasilitas umum, Jahan pertanian, p

puhnya perckonomian dan/atau telah menimbulkan

tu wilayah. e
diaksud pada ayat (1) meliputi :

(1) Status keadaan d

iyat (1) ditetap
erugian/kerusakan |

Permukiman, dan |
korban Jiwa dalam suh

(2) Bencana sebagaiman

gempa bumi;

tsunami; ‘

€rupsi gunung berppi;

tanah longsor? \*P‘

banjir;

kekeringan;

angin puting beliung;

kebakaran; ‘

kecelakaan transpprtasi;

konflik sosial; i

epidemi dan wabah penyakit; dan

kegagalan teknologj;

RS EREe a0 gp

BAB III
| IDENTIFIKASI BENCANA

| Pasal 5

th darurat bencana untuk kejadian bencana di Daerah
am Pasal 3 ayat (7) berdasarkan :

, meliputi : kejadian bencana melanda minimal 1
satu kawasan/lokasi tertentu pada satu waktu

Penentuan status kead
sebagaimana dimaksud d
a. cakupan lokasi bencg
(satu) wilayah desa d
yang dekat/sama;
b. jumlah korban bencana dan/atau kerugian, meliputi :
1. terdapat korban jiwa meninggal dunia dalam satu kejadian bencana;
2. terdapat korban ;‘ berat, sedang, dan ringan yang memerlukan
penanganan segera;
3. terjadi pengungsiah masyarakat korban bencana di tempat pengungsian
atau mengungsi pada keluarga;
4. terdapat kerusakafi parah/permanen dan sedang pada bangunan
rumah/ pemukimén penduduk; dan/atau
5. terdapat kerusakan dan kerugian harta benda di masyarakat akibat
bencana .
c. kerusakan prasarana/g
1. jalur tranportasi ter
2. sarana prasarana |
3. fasilitas pene
berfungsi;
d. gangguan terhadap
1. pelayanan admini

n sarana, meliputi :

' kggu/ terputus/tidak berfungsi;

rekonomian terganggu/tidak berfungsi; dan/atau
andan telekomunikasi terganggu/ terput\{\s/ tidak

terganggu;
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c. gan , . i,
1. g8uan tcrhadap 'ai pcnghidupﬂn manusia, meliputi :

Mmasyarakat keh; i

. v 1?;.’ b m‘r‘r‘;'ﬁ:;:&‘:‘ kebutuhan pokok pangan,
sandang, dan papdn;

3. wabah penyakit ddlam satu kurun waktu; dan/atau

4. paceklik atau ga | pancn pcr!aninn/Pcrikmmn.

tan,
f. gangguan terhadap [kemampuan sumber daya alam maupun bua
meliputi ¢ :
é. sulit mendapatkan air bersih;
« pencemaran lin n tingkat lanjut; aifaf
3. kerusakan lahan 4 inn’g perkebunan tempat pencah
masyarakat; dan/atau ) .
4. kemampuan sum/lier daya alam maupun buatan tidak berfungsi.
|
BAB IV
| KETENTUAN PENUTUP
4 ‘ e tanggal diundangkan
eraturan Bupati ini mulhi berlaku pada tanggal diundangXkarn.
Agar setiap orang me uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pen pémnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong, !

Ditetapkan di Parigi

\ada tanggal 23 vesewsor 27

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 V@S@MW 26

SEKRETARIS DAERA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

™
—
ZULFINASRAN

BERITA DAERAH WATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 32
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